
L Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah 
Oaerah Kabupaten dalam fingkungan Propinsi Djawa Baral (Berfta 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dfubah dengan Undang· 
Undang Nornor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan PembenWkan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabup;,ten subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Perntie.,rukan Daerah 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (lembaran 
Negara Republfk Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagalmana telah diubah beberapa l<ali terakhfr dengan 
Undang·Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetap;,n Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keernpat Atas Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perp;,jakan menjadi Undang 
Uodang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4999); 

bahwa memenuhi ketenwan Pasaf 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012, perfu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan)a Daerah Tahun Anggaran 
2012. 

BUPATI BEKASI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

- 

Menglngat 

Menlmbang 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR : 1 TAHUN 2012 

TENTANG 

<Bupati <Be{asi 
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3. lltldang-Undang NOmor 12 Tahun !965 ten,."ang Pajak Sumi dan 
Sangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomo< 
68, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nom0< 3312) 
sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Pajak Sumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Norn« 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nome< 3569); 

4. Undang·Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Peoagi'han Pajak 
dengan surat Paksa (lembaran Negara Rep<,blil< Ir>donesia Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndoneSiO Nomor 
3686), sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang·Undang Nomor 19 Tamm 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara 
Repub<ik Indonesia Tahun 2000 Nome< 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Be<sih dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan Nepotlsme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI' 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanlaSafl Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1999 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3854) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan lTndak Pi<lana Korupsi (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4150}; 

7. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Repub!lk Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang·Undang Nornor l Tahun 2004 tentang Petbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ~n 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik llldonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
NegQ ., Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Unda"")·Undang Ne<nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem l'l?reneanaan 
Pernllomgunan Nasional (Lembaran Negara Republik indoneSla Tahun 
2004 r1<>mor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a 
Noma 4421); 

11. Und,10<1-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tamt an Lembaran Negara Repub!lk Indonesia Nomor 4'137) 
seba-i, "'lana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang 
Unda , Ne<nor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Unda Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ~enntahan Daerah 
(Lem .,,an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, 
Tar,,L ,an Lembaran Negara Republik Indooesia nomor 4844); 

- 
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12. Und,mg-undang l'o'OmOr 33 Tanun 2004 tentaog ~t,a.,gan 
Kewngan Alltara Pemennl3h Pusat dan Pemermcaru,n Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan Lembaran l'fegara Rooublik Indonesia Nomor 'l438); 

13. U~dans-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tet1tang Majer,s 
Pennusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. oewan 
Perwakilan Oaerah daA Dewan Per,,.akilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republll< Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik JndOnesia N()ITlO( 5043); 

14. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 te,,tang Pajak Oaerah dan 
Retrlbusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia TahUn 2009 
Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

15. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perawran Perundang·undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 19n tentang ~turan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lnoonesia 
Nornor 3098), sebagaimana relah beberal)al<ali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Ketlgabelas atas Peraturan Pemerintah 7 Tahun 19n tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sip,1 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); 

17. Peratcran Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Oaerah dan Wakll Kel)i!!a Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahon 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nornor 
'l416), sebagaimana telah beberapakau diubah teral<hlr dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keoga 
Atas Peraruran Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpjnan dan Anggota Dewan Perwal<ilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal>un 2007 
N6mor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomof 
4712); 

19. Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahon 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (l.embaran Negara RepubW( 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nornor 4502); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4575); 

- 



-n Pemerinl<!h Nomor ~ TahUn 2006 tentar,g Pelaporan 
,n dan Klnerja lnstansi P< "er!ntah (Lembaran Negara Republik 
.a Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan lembaran Negara 
< Indonesia Nomor 4614); 

29. Per 
a 
ta, 
Ind, - Pemc 
Pemc 
Neg a 
-scro 
1 

30. p, 
> 

" 

21. ~= Pl?meMtah "°""" 56 Tatu> 2005 tentang Sistem Irformas, 
Keuangan Daerah (Lembacan ~egara Re:xrl>fil< Inoones>a Tchun 2005 
Non'IO,- 1.38, Tambaoan Lembaran Negara ~ul)l;ll Indonesia t.oroo, 
4576) se!>agaimana te!ah diubah oengan Pe.-aturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraruran Pesnerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Slstem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nom0< 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepadc 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndone$1a Tahun 2005 Nomo< 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Perawran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomO< 
4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyus.inan dan pene.-apan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
lembaran Negara Repubtik !ndonesia Nomor 4587); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kerurahan 
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588}; 

27. Peraturao Pemerinrah Nomor 41 Tahun 2007 tentang CJrganisasi 
Perangkat Daerah {Lembarao Negara Republik Indonesia Tah<m 2007 
Nornor 89 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741}; 

] Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan ~enggaraan f>Emerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tamb1han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

in Pemenntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang ?engelolaan 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Iodonesia 
l006 Nomor 20, Tambahan le.-nbaran Negara Republik 
-a Nomor 4609) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan 
•h nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Jh Nomor 6 Tahun 2006 tenl<!ng Pengelolaan Barang Mifik 
eerah (lembaran Negara Republik Jndorlesia TahlM'I 2008 

8, Tambahan Lembaran N09ara Republik Indonesia Nomor 
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, 

31. P<!r.,;;uran Pe'ner,Na, Noma< 3 Tal,un 2007 t..,tang Lapg,an 
Penyelenggaraan Pemerirtahan Dae<ah kepaoa Pemerirtah, Lapora,, 
Ket,,rangan Pertanggun~waban Kepala Daera, kepada Dewan 
Per.vakilan Ral(yat eaerah, dan lnformas, Laporan Penyeenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik 
Iooonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lanbaran Negara 
Perublik Indonesia Nomor 4693); 

32. Perawran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antata pernertnteb, Pemerintaha..., C>aerah 
Provins! dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/l<ota (t.emt><>ran ""9""' 
RepubUk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4n7); 

33. Peraturan Pemerlntah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 111donesia T.hun 
2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Inoonesia 
Nomor 4738}; 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tenrang Oel<onsentrasl dan 
Tugas Pembantuan (lernbaran Negara Repubuk Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Homo< 
4816); 

35. Peraturan Pemerintah Nom0< 5 Tahun 2009 tentang Bantuatl 
Keuangan Kepada Partal Po!itik (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2009 Nom0< 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat eaerah tentang Tata 
T ertlb Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndooesia Tahun 2010 Nom0< 22, Tambahan Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Nom0< 5104); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara 
Pe!aksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wllayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) set>agaim2na telah 
diubah dengan Perawran Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahtm 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan We-..ng serta Kedudukan Keuangan 
Gubemur sebagai Wal<ll Pernerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NomO< 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

38. Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberlan dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retrlbusl Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0< 
5161); 

39. Peraturan Pemerintah Nom0< 71 Tahun 2010 rentang S!andar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republc'< Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

40. Peraturan Pemerlntah Nom0< 30 Tahun 2011 tentang PinJaman Daerah 
(Lembaran Negara ReP'Jblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0<n0r 5219); 

- 
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H. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengaaaan 
Sarang/Jasa Pemerlntah sebagaimana tdah ditJbah dengan Peraturan 
Preslden Nomor 35 Tahun 2011 teotang ~bahan atas PEraturan 
Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

42. Peraturan Menteri Oa!am Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuang.a.n C>a~ah se~gaim.ana teta~ be.bentpa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menten Oalam Negen NOmor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Oalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

43. Petaturan Menter\ Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
cara Evaluasl Rancangan Perat\Jran Dae<ah tentang Anggaran 
Pendapatan dan BelanJa Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
oaerah tentang Penjabaran Pttaturan Kepala oaerah rentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah sewgaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Delarn Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Oaetah tentang Angga,an Pendapatan dan Betanja Oaerah dan 
Rancangan Pe<aturan Kepala Oaerah tentang Penjabaran Peraturan 
Kepala Oaerah tentang Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Betanja 
Daerah; 

44. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang M:llk Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Oaetah, Penganggaran dan 
Pe<tanggungjawaban Penggunaan Betanja Penunjang Operasional 
Pimplnan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah seta Tata cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasl lntensif dan Oana Operasional; 

46. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 53 Tamm 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Oaerah dan Kepala Oaerah 

47. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedornan Tata cara Penghltungan, Pengangga,an Dalam APBO, 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertangg~waban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politi!<; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan SOSlal Yang Bersumber Oari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

50. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tenting 
Pol<ok·pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1); 

51. Peratutan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
O'ganisasi Perangkat Oaerah Pemerintah Kabupaten Bekasi 
seoagaimana te!ah dlubah dengan Peraturan Oaerah Kaoopaten llel<asi 
l';a'oor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah 
JCaoopaw, Bekasi Nornor 7 Tahun 2009 {Lembaran Oaetah Kabupaten 
Be,czsi Tahun 2011 Nomor 4); 

- 
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Rp 946.090.874.919,00 
Rp 54.268.774.000,00 
Rp 38.225.067.000,00 
Rp 50.553.249.700,00 
Rp 133.246.969.264,00 

Rp 1.222.384.934.883,00 

2. Belanja : 
a. Belanja Trdak Lan,, "} 

I) Belanja P~awa, 
2) Belasja Hlbah 
3) Be a·,ja Bagi tf,1 
4) BelanJa Bantu• ,.moan 
5) Belanja Trda~ Terduga • 

Rp 2.047.743.854.339,00 Jumlah Pendapatan 

Rp 492.295.240.836,00 
Rp 1.377.364.362.503,00 
Rp 178.084.251.000,00 

1. Pendapat.11 : 
a. Pendapu in A Daerah 
b. Dana Penmba 1as 
c, lain-lain Penda,f•· an yang Sah 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 be,j1M11lah 
Rp. 2.452 Q '<.917.478.00 dengan rindan sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJASARAN Al'IGGARAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

52. l'Er.lturan Oaerah KaOUpa!en 6ekasl N= I Tanun 2010 teniang 
Pembentuk.an PT. il<Jml Sel<asl Jaya (lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tanun 2010 Nomor l); 

53. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasl Namor 2 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan PT. Bekasf Mera Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasl Tahun 2010 Namer 2); 

54. Pe,aturan oaerah Kabupaten Bel<asi Nomor l Tahun 2011 tenlll09 
Pajak Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 
I); 

55. Perawran Daerah Kabupaten Bel<asi Nomor 6 Tahun 2011 tenrang 
Retribusi Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasl Tahun 2011 
Nomor 6); 

56. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasl Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Penambahan Modal Kepa<la PT. Trrta Shagasasi (Lembaran Oaerah 
Kabupate<1 6ekasi Tahun 2011 Nomor 11); 

57. Keputusan Bupati Namer 445/Kep.206·RSU0/2011 tentang Penetapan 
Rumah Sal<lt Umum Dae-ah Kabupaten Bekasl Sebagai Sadan Layanan 
Umum Oaerah. 



s 

Pelaksanaan penJabaran APBD yang ditetapl<an dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokunw> Pela\csanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesoai dengan 
ketentuan perundatlg-<Jndangan. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang ddak 
.f.erplsahkan darl Peraturan Bupati Bekasi ini. 

Pasal4 

Penjabaran APBD sebagalmana dimal<sud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam Lampiran D 
Peraturan Bupati lnl. 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagalmana dimal<sud dalam Pasal I tercantum dalam 
Lamplran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal2 

Rp 0,00 Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Berl<enaan 

Jumlah Pemblayaan Netto 

404.307 .063.139,00 
32.0:SS.542.915,00 

Rp 372.271.520.224,00 

Rp 
Rp 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 2.420.015.374.563,00 
Rp (372.271.520.224,00) Jumlah Belanja 

Surplus/(Oefislt) 

Rp !.197.630.439.680,00 

69.185.571.670,00 
4!4.701.590.784,00 
713.743.2n.226,00 

Rp 
Rp 
Rp 

b. Selanja lat>gsung 
1) Bela!>ja Pegawai 
2) Belanja Barar>g dan Jasa 
3) Belanja Modal 



- 

A'D ODIN J ' 

Ditetapkan di Qkarang Pusat 
pada tanggal 2 Januar1 2012 

BEKASI.- - 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahl<.an pengundang.an Per'aturan Bupati ini dalam 
Berlta Oaerah. 

Peraturan lnl mulai ber1aku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 6 


